
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG 

KOMITE INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang   : a. bahwa kebijakan inovasi  nasional  di  Indonesia  perlu  dilaksanakan 

secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu 

kesatuan  sistem inovasi  nasional  guna meningkatkan  produktifitas 

nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa;

b. bahwa  dalam  rangka  implementasi  pelaksanaan  sitem  inovasi 

nasional secara efektif dan efisien, perlu dilakukan melalui institusi 

yang efektif dan berhasil-guna baik dari sisi legalitas dan otoritas;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b serta dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian sistem 

inovasi nasional, perlu membentuk Komite Inovasi Nasional dengan 

Peraturan Presiden;
Mengingat     : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2002  tentang  Sitem  Nasional 

Penelitian,  Pengembangan,  dan Penerapan  Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

MEMUTUSKAN........................
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL

                                             Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Sistem Inovasi Nasional 

adalah  sutau  jaringan  rantai  antara  institusi  publik,  lembaga  riset  dan 

teknologi,  universitas  serta  sektor  swasta  dalam  suatu  pengaturan 

kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, 

mendukung,  dan  menyinergikan  kegiatan  untuk  menghasilkan, 

mendayagunakan,  merekayasa  inovasi-inovasi  di  berbagai  sektor,  dan 

menerapkan  serta  mendiseminasikan  hasilnya  dalam  skala  nasional  agar 

manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.

                                             Pasal 2 

Dalam rangka penguatan sistem Inovasi Nasional, dibentuk Komite Inovasi 

Nasional yang selanjutnya disebut KIN.

                                             Pasal 3

(1) KIN bertugas untuk:

a. membantu  Presiden  dalam  rangka  memperkuat  sistem  inovasi 

nasional dan mengembangkan budaya inovasi nasional; 

b. memeberi masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program 

dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk 

penguatan  sistem  inovasi  nasional  yang  menghsilkan  produk-

produk inovatif;

c. Melaksanakan....................................
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c. Melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan 
kebijakan dan program pengutan sistem inovasi nasional.

(2) Penguatan sistem inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diutamakan meliputi inovasi-inovasi di bidang ketahanan pangan, 
ketahanan  energi,  bioteknologi,  industri  manufaktur, 
industriinfrastruktur,  transportasi  dan  industri  pertahanan,  teknologi 
pemrosesan pertanian dan pemrosesan  ikan  laut  dalam,  manajemen 
bencana alam, serta inovasi lainnya yang berbasis ilmu pengetahuan 
(knowledge).

(3) Dalam rangka  melaksanakan  tugasnya,  KIN melakukan  konsultasi, 
koordinasi,  dan  kerja  sama dengan lembaga pemerintahan dan  non 
pemerintahan,  wakil-wakil  kelompok  masyarakat,  serta  komunitas 
ilmiah dan  universitas,  periset,  pakar  teknologi  dan inovator  dalam 
rangka keterpaduan penguatan sistem inovasi nasional. 

                                            Pasal 4

Keanggotaan KIN terdiri dari: 
Ketua : Prof. Dr. Ir.. Zuhal, M.Sc.E,E;
Wakil Ketua : Rektor Institut Pertanian Bogor
Sekretaris : Prof. Drs. Freddy Permana Zen, M.S., M.Sc. D.Sc
Anggota : 1. Prof. Dr. Sangkot Marzuki, D. Sc;

  2. Prof. Dr. Sahari Besari;
  3. Dr. Ninok Leksono, MA;

4. Prof. Drs. Umar.....................
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4. Prof. Drs. Umar A. Jenie, M.Sc., Apt. Ph.D; 
5. Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, M.Sc;
6. Dr. Ir. Idwan Suhardi
7. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Ph.D;
8. Prof. Bustanul Arifin, MS., Ph.D;
9. Ir. Amir Sambodo, MBA;
10. Rachnat Gobel;
11. Dr. Ing. Ilham A. Habibie;
12. Prof. Dr. IR. Tien Muchtadi, M.S.;
13. Dr. Ir. Anton Apriantono, M.S.;
14. Prof. Dr. Arief Rahman, M.Pd;
15. Ir. Jusman Syafii Djamal;
16. Dr. Bambang Kesowo, S.H.,LL.M;
17. Betti Setiastuti Alisjahbana;
18. Tri Mumpuni Wiyanto;
19. Rektor Universitas Indonesia;
20. Rektor Institut Teknologi Bandung;
21. Rektor Universitas Gajah Mada;
22. Rektor Institut Teknologi Surabaya;
23. Rektor Universitas Hasanudin;
24. Rektor Universitas Syiah Kuala;
25. Rektor Universitas Cenderawasih;
26. Rektor Universitas Pattimura;
27. Rektor Universitas Udayana.

 

Pasal 5...................................................
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                                             Pasal 5

(1) Dalam  melaksanakan  tugasnya,  KIN  memeperhatikan  arahan  dari 

pengarah.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota :  1. Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  hukum,  

dan Keamanan;

           2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat;

   3. Menteri Sekretaris Negara;

                       4. Menteri Keuangan;

                                       5. Menteri Riset dan Teknologi;

                                       6. Sekretaris Kabinet

Pasal 6

KIN melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini sampai berakhirnya masa 

bakti Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pasal 7

(1) KIN melaksanakan tugasnya sejak berkoordinasi dengan Menteri Riset dan Teknologi.

(2) KIN  melakukan  rapat  koordinasi  secara  berkala  sekurang-kurangnya  1  (satu)  kali 

dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) KIN dapat mengundang pimpinan instansi terkait dan pihak lain yang dipandang perlu 

pada rapat koordinasi KIN.

Pasal 8...........
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Pasal 8

Hasil  rapat koordinasi  KIN oleh masing-masing anggota KIN dilaksanakan sesuai  dengan 

tugas  dan  fungsinya  masing-masing  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi  dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Mekanisme dan tata kerja Komite Inovasi Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite 

Inovasi Nasional.

Pasal 10

Ketua KIN melaporkan kepada presiden setiap perkembangan dan permasalahan yang ada 

dalam penyelenggaraan sistem inovasi nasional agar segera dapat diambil keputusan untuk 

penyelesaian masalahnya.

Pasal 11 

KIN  dalam  pelaksanaan  tugasnya  dibantu  sebuah  Sekretariat  yang  secara  fungsional 

dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

Pasal 12

segala  biaya  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  KIN dibebankan  pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. anggaran Kementerian Riset dan Teknologi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13..........
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 Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

          Kepala Biro Politik, Keamanan,

             Pertanahan, Ratifikasi, dan 

                 Permasalahan Hukum

                      Bistok Simbolon
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